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Perjanjian bantuan hukum memuat ketentuan yang mengatur bahwa 
pemberi kuasa tidak dapat membatalkan, mencabut atau mengakhiri 
kuasa khusus yang diberikan, padahal dalam pasal 1813 dan 1814 
KUHPerdata dengan jelas dinyatakan bahwa pemberi kuasa dapat 
mencabut surat kuasa secara sepihak. Dalam prakteknya, ternyata 
seringkali ditemukan Pemberi Kuasa yang secara sepihak membatalkan, 
mencabut atau mengakhiri kuasa khusus yang diberikan dengan tanpa 
mengindahkan perjanjian bantuan hukum yang ada.  
 
Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kedudukan 
hukum klausula larangan pencabutan kuasa khusus dalam perjanjian 
bantuan hukum, bagaimana pertimbangan hakim  dalam menjatuhkan 
putusan atas wanprestasi dalam perjanjian bantuan hukum.  
Penulisan skripsi ini menggunakan metode telaah pustaka (library 
research) untuk mentelaah data-data sekunder secara yuridis normatif 
serta menggunakan pendekatan studi perundang-undangan dan studi 
kasus guna menjawab permasalahan dalam skripsi ini. 
 
Ketentuan dalam perjanjian bantuan hukum yang telah disepakati kedua 
belah pihak menyatakan bahwa Pemberi Kuasa tidak dapat membatalkan, 
mencabut atau mengakhiri kuasa khusus yang diberikannya kepada 
Penerima Kuasa dengan alasan apa pun juga, kecuali apabila Penerima 
Kuasa tidak melaksanakan kuasa dengan baik sebagaimana mestinya 
sesuai dengan surat kuasa khusus yang telah diberikan, serta Pemberi 
Kuasa tidak dapat memutus hubungan dengan Penerima Kuasa 
sepanjang Penerima Kuasa tetap melaksanakan kewajibannya 
sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan perjanjian bantuan hukum 
yang telah disepakati.  
 
Disimpulkan bahwa kedudukan hukum klausula larangan pencabutan 
kuasa khusus dalam perjanjian bantuan hukum adalah klausula yang 
berlaku secara sah menurut hukum karena pasal 1320 dan pasal 1338 
KUHPerdata memberikan kebebasan berkontrak bagi para pihak untuk 
melakukan pengecualian terhadap keberlakuan pasal 1813 dan 1814 
KUHPerdata. Berdasarkan hal tersebut, maka tindakan mencabut surat 
kuasa khusus dalam perjanjian penanganan perkara  adalah perbuatan 
ingkar janji atau wanprestasi, sebab pihak penerima kuasa telah 
melaksanakan seluruh kewajiban sebagaimana diperjanjikan dalam surat 
perjanjian kuasa khusus. 
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